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Menimbang :4.

BUPATI SAMBAS,

bahwa sehubungan adanya kenaikan harga pasar dan
belum ditetapkannya h^/g atas beberapa komponen
barang dan jasa perlu men5rusun dan menyesuaikan
kembali hal - hal tersebut;

bahwa dalam upaya untuk lebih memaksimalkan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Daerah, maka perlu menyempurnakan kembali Peraturan
Bupati Sambas Nomor 1,7 Tahun 2Ol4 tentang Standar
Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten
Sambas Tahun Anggaran 2015;

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a
dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sambas tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Sambas Nomor 17 Tahun 2OL4 tentang Standar Satuan
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas
Tahun Anggaran. 2Ol5;

Undang - Undang Nomor 27 Ta}:run 1959 tentang Penetapan
Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor g 

,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820 l;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua
kali diubah dan terakhir dengan undang - undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
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Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578l;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara I Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang telah
diubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Keempat atas
Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OO7;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OLl
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OIl Nomor 310 ) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2OO2
tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah
Provinsi / Kabupaten I Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Daerah ( l,embaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2OOB Nomor 3 );
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